BAB  I

PENDAHULUAN

I.1 
LATAR BELAKANG

Program pembangunan tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisikan Program dan kegiatan tahunan dan merupakan pejabaran dari rencana strategis kabupaten serta Program pembangunan daerah. Dengan demikian Program pembangunan tahunan merupakan acuan dalam penyusunan kegiatan yang akan diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat disebut sebagai sebuah rencana operasional.

Program dan kegiatan yang disusun mempunyai jalinan yang erat dengan visi, misi dan hasil analisis internal dan ekternal, isu-isu strategis serta strategi yang termuat dalam Renstra. Oleh karena itu konsep yang terkoordinasi dengan baik dalam sistem pelayanan pemerintahan daerah menjadi kunci tercapainya target-target pelayanan melalui kebijakan dan kegiatan pada SKPD-SKPD.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi organik dari manajemen yang bertujuan selain penyampaian persepsi tentang substansi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, penyelesaian masalah konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan, juga untuk melakukan sinkronisasi antara kebijakan dan tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya kaitannya dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas, maka prioritas pembangunan daerah tahunan dalam penyusunan dan penetapannya disamping harus memiliki standart dan indikator yang sejalan dengan visi dan misi daerah, kondisi rill lapangan, juga harus pula didasarkan pada proyeksi-proyeksi obyektif baik menyangkut jenis dan volume kegiatan maupun dari segi penganggarannya.

Pemberlakuan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membawa implikasi terhadap pola pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Pertanggungjawaban pemerintahan daerah saat ini lebih bersifat horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, dengan titik focus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah melalui pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan APBD sekarang ini telah menghilangkan dikotomi antara belanja rutin (Recurrent Expenditure) dan belanja pembangunan (Capital Expenditure) dalam proses perbelanjaan daerah. Belanja aparatur dan belanja pelayanan publik dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh di dalam sistem perencanaan anggaran untuk mendapatkan standar analisa belanja yang lebih rasional pada setiap unit cost yang dianggarkan.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.         Selain itu kebijaksanaan pengalokasian anggaran juga mempedomani hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang dicerminkan dalam arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2018.
Dengan demikian alokasi anggaran dengan sistem anggaran kinerja lebih melihat proporsi belanja publik versus belanja aparatur, sehingga dengan begitu masyarakat akan dapat melihat langsung sejauh mana tingkat keberpihakan anggaran kita terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Untuk itu Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. Berbagai upaya tersebut tercakup dalam Program kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian;
6. Peningkatan Sitem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah;
7. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura;
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan;
11. Peningkatan Produksi/Perkebunan;
12. Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
13. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
I.2 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
A. Tugas dan Kewajiban 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian perkebunan dan peternakan.

B. Fungsi
a. Perumusan kebijakan Dinas; 
b. Penyusunan rencana stratejik dinas;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertanian perkebunan dan peternakan;
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan.program dan kegiatan dinas;
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas. 
C. Uraian Tugas
a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang tanaman pertanian perkebunan dan peternakan,

b. Merumuskan program kegiatan di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

c. Menyusun rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

d. Merumuskan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

e. Menyusun standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

f. Menyusun standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah,

g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

h. Melaksanakan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

i. Memberikan bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi pertanian perkebunan dan peternakan,

j. Melaksanakan pengelolaan sarana usaha di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

k. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian perkebunan dan peternakan,

l. Melaksanakan, membina dan mengawasi pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
A. Kondisi Umum Organisasi Masa Kini
· Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

:
Eselon II.b 
b. Sekretariat

:
Eselon III. a

Terdiri dari tiga sub bagian, yaitu : 

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


:
Eselon IV.a

b.2. Sub Bagian Keuangan


:
Eselon IV.a

b.3. Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program
:
Eselon IV.a

c. Bidang Tanaman Pangan
:
Eselon III.b

Terdiri dari dua seksi yaitu,
c.1.  Seksi Produksi Tanaman Pangan 

:
Eselon IV.a

c.2.  Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan

:
Eselon IV.a

d. Bidang Tanaman Hortikultura, 
terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu
:
Eselon III.b


d.1. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura

:
Eselon IV.a
d.2. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura 

:
Eselon IV.a 

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu
 :
Eselon III.b 
e.1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

:
Eselon IV.a

e.2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan

:
Eselon IV.a 
 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu
:
Eselon III.b


f.1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak
:
Eselon IV.a


f.2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner
:
Eselon IV.a 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

· Kuantitas SDM Aparatur
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Struktur organisasi dengan jumlah personil sebanyak 178 orang yang terdiri dari 17 orang struktural, 57 orang tenaga fungsional/penyuluh, 9 orang Staf,   24 orang THL/TBPP dan   41 orang  PTT.
Hal ini tertuang dalam tabel berikut ini :

	No.
	Uraian
	Eselon
	Jumlah Personil
	Ket

	
	
	
	Terisi
	Belum Terisi
	

	1.
	Kepala Dinas
	II.b
	1
	-
	

	2.
	Sekretaris Dinas
	III.a
	1
	-
	

	3.
	Kepala Bidang
	III.b
	4
	-
	

	4.
	Kepala Sub Bagian 

	IV.a
	3
	-
	

	5.
	Kepala Seksi
	IV.a
	8
	-
	

	6.
	Kepala BP3K
	IV.a
	8
	-
	

	7.
	Kepala Tata Usaha
	IV.b
	8
	-
	

	8.
	Staf
	-
	34
	-
	

	9.
	Penyuluh Pertanian
	-
	45
	-
	

	10.
	THL-TBPP
	-
	14
	-
	

	11.
	PTT /Kontrak Daerah
	-
	32
	-
	

	12
	PTT / Tenaga Sukarela
	-
	50
	-
	

	13.
	PTT Kegiatan
	-
	40
	-
	

	14.
	Pendamping WISMP
	-
	4
	-
	

	Jumlah
	252
	
	


· Kualitas SDM Aparatur.
Jika ditinjau dari segi kualitas SDM, maka kualitas aparat atau pegawai yang ada pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini masih kurang.
Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui Program Pendidikan dan Pelatihan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

· Sarana dan Prasarana

Untuk tercapainya hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat, selain dibutuhkan SDM aparatur yang handal juga diperlukan pula sarana dan prasarana kerja yang memadai.  
Sarana dan prasarana kerja yang baik seperti ruang kerja yang sejuk, bersih dan nyaman, akan menumbuhkan motivasi kerja pegawai yang tinggi. 

B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat menginginkan kondisi yang diharapkan ke depan sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang pelayanan  Pertanian Perkebunan  dan Peternakan.
2. Memiliki struktur organisasi yang efektif dan relevan.

3. Adanya koordinasi yang mantap antar bidang dan antar Badan/Dinas/Instansi/Unit kerja terkait.

4. Bertambahnya Tenaga Staf PNS yang ada pada masing-masing subbag/seksi sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar.
5. Tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ada, artinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap tupoksi dengan unit kerja lainnya.

6. Tersedianya data dan sistem informasi Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang valid dan lengkap.

I.3 
ISU STRATEGIS
Permasalahan dan kendala dalam implementasi pembangunan sektor Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:
1. Oversupley Produk

Untuk tiga kecamatan yakni kecamatan Taliwang.
BAB   II

PERENCANAAN KINERJA
II.1 
Tujuan dan Sasaran
Dengan memperhatikan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, fungsi serta tugas pokok organisasi, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan misi Daerah yaitu mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan dengan tujuan meningkatnya sektor pertanian dan perikanan  adalah : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kuantitas ketersediaan  pangan ; dimana sasaranya meliputi : (1) Tersedianya petani dan pelaku usaha pertanian yang terlatih (2) Tersedianya kebijakan yang jelas (3) Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas (4) Tersedianya modal usaha pertanian yang cukup, (5) tersdianya sarana produksi yang memadai, (6) tersedianya prasarana pengolahan pascapanen yang memadai dan (7) tersedianya data dan informasi kondisi tanaman pangan yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan  : dengan sasarannya meliputi (1) Tersedianya alat pengolahan lahan dan produksi pertanian tanaman pangan yang memadai, dan (2)Tersedianya prasarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai.
2. Meningkatkan kemandirian tanaman hortikultura daerah, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatnya kuantitas produksi tanaman hortikultura; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya petani dan pelaku usaha tanaman hortikultura yang professional, (2) tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas, (4) tersedianya modal usaha tanaman hortikultura yang cukup, (5) tersedianya sarana produksi yang memadai, dan (6) tersedianya data dan informasi kondisi tanaman hortikulotura yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prsasarana pertanian tanaman hortikultura  : dengan sasaran meliputi (1) Tersedianya alat pengolahan lahan produksi pertanian tanaman pangan hortikultura yang memadai, dan ; (2) Tersedianya prasarana produksi tanaman hortikultura yang cukup.
3. Meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah, ditetapakan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kuantitas produksi komoditas perkebunan  : dengan sasarannya meliputi (1) Tersedianya petani dan pelaku usaha perkebunan yang profesional (2) Tersedianya kebijakan yang jelas (3) tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas, (4) tersedianya modal usaha perkebunan yang cukup, (5) tersedianya sarana dan prasarana Produksi yang memadai, (6) tersedianya data dan informasi perkebunan yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan ; dimana sasaran yang ingin dicapai meliputi : (1) Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lahan dan produksi perkebunan yang memadai, (2) tersedianya prasarana produksi perkebunan yang cukup. 
4. Meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kuantitas komoditas peternakan; dimana sasaranya meliputi : (1) Tersedianya peternak yang professional, (2) Tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya modal usaha peternakan yang cukup, (4) tersedianya sarana dan prasarana pengolahan komoditas peternakan yan memadai, (5) tersedianya lahan hijauan makanan teernak yang cukup dan (6) terbinanya kelompok peternak secara berkesinambungan.
b. Meningkatnya efektifitas pelayanan kesehatan ternak; dimana sasarannya meliputi : (1) Tersedianya petugas kesehatan ternak yang profesional (2) Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak yang cukup, (3) ter awasinya lalu lintas ternak antar pulau antar kabupaten dan (4) terseluhnya petani ternak yang berkesinambunangan.

5. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal, ditetapakan tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan SKPD: dengan sasarannya meliputi (1) tersedinaya laporan keuangan tepat waktu, dan (2) tersedianya laporan akuntabilitas kinerja tepat waktu.
b. Meningkatnya kualitas penyusunan program SKPD ; dimana sasaranya meliputi (1) tersedianya dokumen Renstra SKPD tepat waktu, (2) tersedianya dokumen renja SKPD tepat waktu, (3) tersedianya dokumen LPPD tepat waktu, (4) tersedianya dokumen RKA/DPA beserta perubahannya tepat waktu, dan (5) tersedianya    data dan informasi capaian perencanaan SKPD yang valid.

c. Meningkatnya efektivitas pelayanan perkantoran; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya apparat yang professional, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran.   

II.2 
STRATEGI
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Perekebunan dan Peternakan 2017-2020, maka ditetapkan strategi sesuai masing-masing misi antara lain sebagaimana tersaji secara dalam table 4.1

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama priode renstra 2017-2021, sebagaimana tersaji secara rinci dalam table 4.1. berikut ini :
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	
	
	
	ARAH KEBIJAKAN
	KEBIJAKAN UMUM

	MISI : Meningkatkan ketersediaan pangan daerah

	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan
	1.Tersedianya petani dan pelaku usaha pertanian yang terlatih

2. Tersedianya kebijakan yang jelas

3. Tersedianya pupuk dan biibit yang berkualitas

4. Tersedianya modal usaha pertanian yang cukup

5. Tersedianya sarana produksi yang memamadai

6. Tersedianya data dan informasi kondisi tanaman yang valid

7. Tersedianya data dan informasi kondisi tanaman pangan yang valid
	1.
 Edukasi dan vesitasi

2.
 Evaluasi, dokumentasi dan regulasi

3.
Transaksi dan konstruksi

4.
Sosialisasi fasilitasi dan mediasi

5.

Transaksi

6.
Konstruksi dan Rehabilitasi

7.
Identifikasi, evaluasi dan reportasi  
	1.
Petani dan pelaku usaha pertanian tanaman pangang

2.
Standarisasi bibit dan pengolahan

3.
Pupuk dan bibit kebutuhan petani

4.
Modal usaha petani

5.
Sarana produksi pertanian tanaman pangan

6.
Prasarana pascapanen

7.
Data kondisi produksi pertanian tanaman pangan
	1.
Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga pendidikan pelatihan pertaniannlainnya

2.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi 

4.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga perbankan

5.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusata dan Provinsi

6.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

7.
Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan BPS

 

	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan
	2. Tersedianya alat pengolahan lahan dan produksi pertanian yang memadai

3. Tersedianya prasaarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai 
	i. Transaksi

ii. Konstruksi dan rehabilitasi
	1. Alat Pengolahan lahan sawah dan lahan kering

2. Lahan sawah dan lahan kering
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Desa

	MISI 2 : Meningkatkan kemandirian tanaman hortikultura daerah

	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi tanaman hortikulutura
	1. Tersedianya petani dan pelaku usaha tanaman hortikultura yang professional

2. Tersedianya kebijakan yang jelas

3. Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas

4. Tersedianya Modal usaha tanaman hortikultura yang cukup

5. Tersedianya sarana produksi yang memadai

6. Tersedianya data dan informasi kondisi tanaman hortikultura yang valid  
	1. Edukasi dan Visitasi

2. Evaluasi dokumen dan regulasi

3. Transaksi

4. Sosialisasi dan fasilitasi

5. Transaksi dan konstruksi

6. Identifikasi dan refortasi
	1. Petani dan pelaku usaha hortikultura

2. Standarisasi bibit dan pengolahan

3. Pupuk dan bibit kebutuhan tanaman hortikultura

4. Modal uasaha petani hortikultura

5. Sarana produksi tanaman hortikultura

6. Data kondisi produksi tanaman hortikultura
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat Provinsi

4. Kerjasama dengan Pemerintah Pusata dan Provinsi serta lembaga perbankan

5. Kerjasama dengan pemerintah Pusat dan Provinsi

6. Kerjasma dengan Pemerintah Desa dan BPS

	4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tanaman hortikultura
	1. Tersedianya alat pengolahan lahan tanaman hortikultura yang memadai

2. Tersedianya  prasarana produksi pertanian hortikultura yang memadai 
	1. Transaksi

2. Konstruksi dan rehabilitasi
	1. Alat pengolahan tanaman hortikultura

2. Lahan tanaman hortikultura
	1. Kerjasama Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Kerjasama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Desa

	3. MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah

	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas perkebunan
	1. Tersedianya petani dan pelaku usaha perkebunan yang professional

2. Tersedianya kebijakan yang jelas

3. Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas 
	1. Edukasi dan vesitasi

2. Evaluasi dan regulasi

3. Transaksi

4. Sosialisasi dan fasilitasi

5. Transaksi dan konstruksi

6. Identifikasi dan reportasi
	1. Petani dan pelaku usaha perkebunan 

2. Standarisasi bibit dan pengolahan usaha perkebunan

3. Pupuk dan bibit perkebunan

4. Modal usaha perkebunan

5. Sarana dan prasarana produksi perkebunan

6. Data kondisi usaha perkebunan
	1.
Kerja sama dengan pemerintah pusat dan Provinsi

2.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi  serta lembaga perbankan

5.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

6.
Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan BPS  

	6.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkebunan
	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lahan perekebunan yang memadai

2. Tersedianya prasarana produksi perkebunan yang cukup
	1. Transaksi dan konstruksi

2. Alokasi, konstruksi dan rehabilitasi
	1. Sarana dan prasarana pengolahan lahan perkebunan

2. Lahan perkebunan
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Kerjasama dengan pemerintah Pusat dan Provinsi

	MISI 4 : Meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan

	7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas komoditas peternakan
	1. 
Tersedianya peternak yang professional

2. 
Tersedianya kebijakan yang jelas

3. 
Tersedianya modal usaha peternakan yang cukup

4. 
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan komoditas peternakan yang memadai

5. 
Tersedianya lahan hijauan pakan pakan ternak yang cukup

6. 
Terbinanya kelompok peternak secara berkesinambungan
	1. Edukasi dan visitasi

2. Evaluasi dan regulasi

3. Sosialiasasi dan fasilitasi

4. Alokasi, transaksi dan konstruksi

5. Alokasi, konstruksi dan rehabilitasi

6. Sosialisasi dan fasilitasi 
	1. Peternak 

2. Standar pengelolaan ternak

3. Modal usaha peternakan

4. Sarana dan prsarana pengolahan komoditas peternakan

5. Lahan hijauan makan ternak

6. Kelompok usaha peternakan 
	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan Provinsi

2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta serta lembaga perbankan

4. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

5. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

6. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Desa

	8.
Meningkatnya efektivitas pelayanan kesehatan ternak
	1. Tersedinaya petugas kesehatan ternak yang professional

2. Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak yang cukup

3. Terawasinya lalu lintas ternak antar pulau antar kabupaten

4. Tersukuhnya petani ternak yang berkesinambunangan 
	1. Edukasi dan Visitasi

2. Alokasi dan transaksi

3. Evaluasi, sosialisasi dan regulasi

4. Edukasi dan visitasi
	1.
Petugas kesehatan ternak

2. 
Obat-obatan dan vaksin ternak

3.
Petugas pemantauan lalu lintas ternak

4.
Petani ternak 


	1.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

2.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

	MISI 5 : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

	9.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan SKPD
	1. Tersedianya laporan keuangan tepat waktu

2. Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja tepat waktu
	1. Identifikasi dan reportasi

2. Identifikasi dan refortasi
	1. Laporan keuangan SKPD

2. Dokumen LAKIP
	1. Kerjasama dengan instansi terkait 

2. Kerjasma dengan instansi terkait 

	10.Meningkatnya kualitas penyusunan program SKPD
	1. Tersedianya dokumen rencana tepat waktu

2. Tersedianya data dan informasi capain perencanaan SKPD yang valid
	1. Konsultansi dan reportasi

2. Identifikasi dan re
	1. Dokumen rencana tahunan dan menengah

2. Dokumen kondisi pegawai
	1. Kerjasama dengan instansi terkait

2. Kerjasama dengan instansi terkait

	11.
Meningkatnya efektivitas pelayanan perkantoran
	1.
Tersedianya apparat yang professional

2.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memamadai

3.
Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran 
	1.
Edukasi dan visitasi

2.
Transaksi dan konstruksi

3.
Evaluasi dan reportasi
	1.
Aparatur SKPD

2.
Sarana dan prasarana internal SKPD

3.
Dokumen kondisi pegawai
	1.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga Pendidikan

2.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi terkait

3.
Kerjasama dengan Instansi Tekait


II.3
Indikator Kinerja Utama

	Sasaran Strategis
	Indikator
	Formula
	Penjelasan
	Penanggung Jawab

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya produktivitas Tanaman Pangan 
	Tingkat produktivitas tanaman pangan
	Jumlah produksi dibagi luas tanam 
	Jumlah produksi padi, jagung dan kedelai dibanding dengan luas tanam
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
	Tingkatnya produksi tanaman hortikultura
	Jumlah produksi tahun ke n dikurangi jumlah produksi tahun ke n-1 dibagi jumlah produksi n-1 kali seratus
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura setiap tahun
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan
	Tingkat produksi tanaman perkebunan
	Jumlah produksi tahun ke n dikurangi jumlah produksi tahun ke n- dibagi jumlah produksin-1 kali seratus
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan setiap tahun
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan

	Meningkatnya produksi produk peternakan
	Tingkat produksi produk peternakan
	Jumlah produksi tahun ke n dikurangi jumlah produksi tahun ke n-1 dibagi jumlah produksi n-1 kali seratus
	Pertumbuhan produksi Daging
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan


II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten  Sumbawa Barat 2018

	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET

	1
	2
	3

	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan
	Tingkat produktivitas tanaman pangan
	4,21

	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
	Tingkat produksi tanaman hortikultura
	61,55

	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan
	Tingkat produksi tanaman perkebunan 
	5

	Meningkatnya produksi produk peternakan
	Tingkatnya produksi produk peternakan
	4,80

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
	Realisasi Anggaran
	95

	
	Nilai SAKIP
	CC


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam menentukan kinerja kegiatan/Program Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan indikator pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja dilaksanakan menurut masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator dihitung berdasarkan jumlah alokasi dana yang dipergunakan untuk satu kegiatan. Indikator  keluaran merupakan proses yang dilaksanakan pada suatu kegiatan, Indikator Outcome merupakan hasil yang diperoleh dari proses kegiatan, Indikator Benefit diukur melalui pengaruh secara langsung yang timbul di lapangan sehubungan dengan kegiatan yang dihasilkan.

A.1.Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman pangan
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 

2018
	Realisasi 


	Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun  .....(%)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

(7-5)/5x100 %
	9

(7-6)/6x100 %
	10

(7/4 *100 %)

	1
	Tingkat produktivitas tanaman pangan

	Ton/ha
	4.21

	5,5
	6,3
	5,4
	-0,02
	-0,02
	1,28


A. 2.
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dibandingkan  target renstra
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	2018
	Capaian kinerja  s.d 2018 terhadap target RPJMD 
	Capaian kinerja  s.d 2018 terhadap target nasional

 (jika ada)

	
	
	
	Target
	Real.
	Target pertengahan RPJMD

(tahun ke 3)
	%
	Kondisi Akhir (2021)
	Capaian Kinerja (%)
	Target Nasioal
	Capaian kinerja (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

(5/6)x 100 %
	8
	9

(5/8)x 100 %
	10
	11

(5/10)x 100 %

	1
	Tingkat produktivitas tanaman pangan
	Ton/ha
	4.21
	5.4
	4.21
	128.26
	100
	100
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pada tahun 2018 realisasi indicator kinerja pada sasaran ini mencapai 5.4 %. Capaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah produksi tanaman pangan dibagi dengan lyuas lahan yang ditanam.

Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2018 sebesar 237. 436 ton  dari luas lahan sebsar 3.808 ha, dengan rincian sebagi berikut : 

	No
	Jenis Tanaman Pangan
	Jumlah Produksi

(ton)
	Luas Lahan (ha)

	1
	Padi
	156.902
	26.102

	2
	Jagung
	76.409
	11.480

	3
	Kedelai
	4.125
	3.808

	
	Total
	237.436
	41.390


Dari tabel diatas dapat dilihat Beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian dibidang tanaman pangan masih belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, masih rendahnya kesejahteraan petani meningkatnya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian, masih rendahnya daya saing produk pertanian tanaman pangan, perubahan iklim global yang berakibat kepada perubahan musim yang tidak menentu, masih terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan teknologi.
Program yang mendukung capaian kinerja pada sasaran ini, antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan
Efisiensi Sumber Daya

A.3
Efisiesi Sumber Daya Pada Pencapaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

	Jumlah Program
	Anggaran 2018

	2017
	2018
	Efisiensi (jumlah program)
	Pagu Anggaran (Rp.)
	Realisasi


	Efisiensi (%)

	
	
	
	
	(Rp)
	%
	

	13
	14
	1
	42.291.000.000
	39.682.137.215
	93,83
	6


A.4.Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 

2018
	Realisasi 


	Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun  .....(%)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

(7-5)/5x100 %
	9

(7-6)/6x100 %
	10

(7/4 *100 %)

	1
	Tingkat produksi tanaman hortikultura

	%
	          61.55 

	-
	-
	110,140

	0
	0
	1,79


Berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan realisasi dari target tahun 2018, pada tahun 2018 terjadi peningkatan program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Holtikultura dan Pembangunan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan kondisi curah hujan yang tidak stabil.
Program yang mendukung capaian kinerja pada sasaran ini, antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
A.5. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan

	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 

2018
	Realisasi 


	Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun  .....(%)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

(7-5)/5x100 %
	9

(7-6)/6x100 %
	10

(7/4 *100 %)

	1
	Tingkat produksi tanaman perkebunan

	%
	5,00

	-0,38
	2,6
	-0,32

	-1,32
	-1,32
	-0,06


Berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan realisasi dari target tahun 2018, pada tahun 2018 terjadi peningkatan program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Perkebunan dan Penyediaan Prasarana Peningkatan Produksi  Perkebunan (DBHCHT) dengan Pembangunana Sarana Pemeliharaan Rumah Kebun Dinas, Belanja Pengadaan Hand Sprayer dan Pembangunan Jalan Usaha Tani adalah meningkatnya produksi perkebunan yang  kegiatannya berupa pemberian bantuan Bibit Kelapa, Bibit Kopi Robusta dan Bibit Merica Perdu Keterkaitan bantuan tersebut dengan produksi tanaman perkebunan berbanding lurus, dimana dengan adanya bantuan bibit akan mengakibatkan peningkatan produksinya. 
Program yang mendukung capaian kinerja pada sasaran ini, antara lain :
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

2.
Program Peningkatan Produksi/Perkebunan
A.6. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi produk peternakan
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 

2018
	Realisasi 


	Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun  .....(%)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

(7-5)/5x100 %
	9

(7-6)/6x100 %
	10

(7/4 *100 %)

	1
	Tingkat produksi produk peternakan

	%
	          4,80 

	-
	-
	23,06

	-
	-
	4,80


Berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan realisasi dari target tahun 2018, pada tahun 2018 terjadi peningkatan program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Kegiatan Pendampingan Pelaku Usaha Peternakan, Penyediaann Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT), Pengadaan Sarana Produksi Peternakan, Penyusunan Sistem Informasi Peternakan, Registrasi Ternak Rakyat dan Pengawasan Ternak Pemerintah, Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pelayanan Inseminasi Buatan dengan Pembangunan dan Rehab Kandang Ternak yang  didukung dengan pemeberian bibit Sapi Bali ke petani ternak serta melakukan Inseminasi Buatan (IB) yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu ternak lokal. 
Program yang mendukung capaian kinerja pada sasaran ini, antara lain :

2. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut, peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) mengalami peningkatan. Begitu juga peningkatan jumlah populasi ternak. Tapi pada komoditas Hortikultura dan Perkebunan masih mengalami stagnan dimana diperlukan usaha yang cukup intens untuk meningkatkan minat budidaya tanaman Hortikultura dan Perkebunan. Pada urusan pelayanan di secretariat yang terdiri dari tiga subbagian dimana capaian sasaran mencapai target.
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 DAN EFISIENSI ANGGARAN
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	PROGRAM/

KEGIATAN
	PAGU
(Rp)
	REALISASI

 (Rp)
	%
	Efisiensi anggaran

	1.
	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	
	90 %
	10 %

	
	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	69.630.000
	35.085.849
	
	50,39

	
	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	71.230.000
	71.230.000
	
	100

	
	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.230.000
	3.230.000
	
	100

	
	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
	2.109.166.000
	1.955.459.255
	
	92,71

	
	
	Total
	2.253.256.000
	2.065.005.104
	
	85,77

	2.
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	
	
	

	
	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	51.050.000
	46.284.000
	
	90,66

	
	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	391.185.000
	391.174.000
	
	100

	
	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	298.550.000
	298.484.000
	
	99,98

	
	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	114.750.000
	87.873.655
	
	76



	
	
	Total
	855.535.000
	823.815.655
	
	91.66

	3.
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
	
	
	

	
	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	16.302.000
	16.302.000
	
	100

	
	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	3.000.000
	3.000.000
	
	100

	
	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	3.500.000
	3.500.000
	
	100

	
	
	Total
	22.802.000
	22.802.000
	
	100

	4.
	
	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	

	
	
	Pengelolaan Administrasi  Keuangan
	5.000.000
	5.000.000
	
	100

	
	
	Penatausahaan Keuangan
	2.790.000
	2.790.000
	
	100

	
	
	Total
	7.790.000
	7.790.000
	
	100

	5.
	
	Program Penataan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	

	
	
	Pengurusan Administrasi Kepegawaian
	11. 977.000
	11.977.000
	
	100

	
	
	Total
	11.977.000
	11.977.000
	
	100

	6.
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	

	
	
	Penyusunan Indikator Kinerja Utama
	3.500.000
	3.500.000
	
	100

	
	
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
	3.500.000
	3.500.000
	
	100

	
	
	Penyusunan Renja SKPD
	3.500.000
	3.500.000
	
	100

	
	
	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD
	20.630.000
	20.630.000
	
	100

	
	
	Total
	31.130.000
	31.130.000
	
	100

	7.
	Tingkat produktivitas tanaman pangan
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
	
	
	
	

	
	
	Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT
	79.125.000
	79.005.000
	
	99,85

	
	
	Produksi dan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
	183.530.000
	176.810.000
	
	96,34

	
	
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
	161.915.000
	115.472.458
	
	71,32

	
	
	Pelatihan Pemantau Hama Penyakit
	47.740.000
	43.240.000
	
	90,57

	
	
	Total
	472.310.000
	414.527.458
	
	89,52

	8.
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan
	
	
	
	

	
	
	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan
	13.962.050.000
	12.118.265.150
	
	86,79

	
	
	Pembangunan Prasaran Produksi Pertanian Tanaman Pangan
	13.884.260.000
	13.824.381.000
	
	99,57

	
	
	Total
	27.846.310.000
	25.942.646.150
	
	93,18

	9
	Tingkat produksi tanaman hortikultura
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura
	
	
	
	

	
	
	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Hirtikultura
	277.145.000
	221.488.400
	
	79,92

	
	
	Pembangunan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura
	318.810.000
	303.428.079
	
	95,18

	
	
	Total
	595.955.000
	524.916.479
	
	87,55

	10
	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
	
	
	
	

	
	
	Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Hortikultura
	220.517.500
	216.055.000
	
	97,98

	
	
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Hortikultura
	863.157.500
	745.861.500
	
	86,41

	
	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Sayuran Berkelanjutan 
	188.345.000
	152.103.500
	
	80,76

	
	
	Total
	1.272.020.000
	1.114.020.000
	
	88,38

	11
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
	
	
	
	

	
	
	Pengadaan Sarana Produksi Perkebunan 
	355.974.000
	346.124.000
	
	97,23

	
	
	Penyediaan Prasana Peningkatan Produksi Perkebunan (DBHCHT)
	787.974.000
	782.332.500
	
	99,28

	
	
	Total
	1.143.948.000
	1.128.456.500
	
	98,25

	12.
	
	Program Peningkatan Produksi/Perkebunan
	
	
	
	

	
	
	Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan
	72.020.000
	72.020.000
	
	100

	
	
	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
	375.632.000
	368.039.800
	
	97,98

	
	
	Total
	447.652.000
	440.059.800
	
	98,99

	13.
	Tingkat produksi produk peternakan
	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	
	
	
	

	
	
	Penyediaan Obat-obatan dan Vaksin Ternak
	176.897.000
	171.289.500
	
	96,83

	
	
	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	265.900.000
	265.625.000
	
	99,90

	
	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
	341.300.000
	301.775.000
	
	88,42

	
	
	Total
	784.097.000
	738.689.500
	
	95,05

	14.
	Jumlah Produksi Daging
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	
	
	
	

	
	
	Pedampingan Pelaku Usaha Peternakan
	55.500.000
	55.250.000
	
	99,55

	
	
	Penyediaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)
	30.500.000
	29.900.000
	
	98,03

	
	
	Pengadaan Sarana Produksi Peternakan
	537.500.000
	535.607.000
	
	99,65

	
	
	Penyusunan Sistem Informasi Peternakan
	23.535.000
	23.035.000
	
	97,88

	
	
	Registrasi Ternak Rakyat dan Pengawasan Ternak Pemerintah
	242.860.000
	214.892.984
	
	88,48

	
	
	Pengembangan Budidaya Peternakan
	5.296.955.000
	5.199.040.000
	
	98,15

	
	
	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
	359.368.000
	359.368.000
	
	100

	
	
	Total
	6.546.218.000
	6.417.092.984
	
	97,39


D.  
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat telah dialokasikan anggaran pada:

I. APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018, melalui Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) yang terdiri dari :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

1. Gaji Pokok PNS
Rp.  3.590.739.485,-  
2. Tunjangan Keluarga
Rp.     
402.248.181,-

3. Tunjangan Jabatan
Rp.
     327.664.625,-

4. Tunjangan Fungsional
Rp.     152.546.475,-
5. Tunjangan Umum
Rp.      
 91.715.260,-

6. Tunjangan Beras
Rp.     
248.703.171,-

7. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh 21
Rp.         3.375.843,-

8. Pembualan Gaji
Rp.            356.880,-
9. Iuran Asuransi Kesehatan
Rp. 
112.300.422,-
     
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Rp.  1.274.548.800,-

  Beban Kerja 
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan
Rp.     584.272.868,- 
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  Pertimbangan Objektif Lainnya
                                             Jumlah  :

      Rp.  6.805.972.010,-
     Realisasi sebesar Rp. 5.726.600.980,- atau 84,14%
2. BELANJA LANGSUNG
1. Belanja Pegawai


     Rp.        586.900.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa

     Rp.   40.986.100.000,-

3. Belanja Modal                           
 Rp.        958.000.000,-









     Rp.   42.531.000.000,-

Realisasi Rp. 39.681.837.215,- atau 93,63%

Jumlah anggaran keseluruhan Tahun  2018       Rp.  49.336.972.010,-

Total realisasi Rp. 45.408.438.195,- atau 92,49%

BAB IV

PENUTUP

Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat disusun sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang berisi informasi pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta kendala-kendala yang dihadapi,  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Selama tahun anggaran 2018  Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan  sesuai dengan dukungan dana yang telah ditetapkan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat melalui DPPA Tahun Anggaran 2018.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat ini disusun, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengukur dan menilai hasil kinerja yang dicapai selama pelaksanaan program kegiatan TA. 2018.  
                                         


	REKAPITULASI EFISIENSI SUMBER DAYA PROGRAM DAN ANGGARAN T. A 2018
	

	No
	Sasaran Strategi
	Indikator Kinerja Utama
	2017
	2018
	ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (TAHUN 2018 TERHADAP TAHUN 2017)

	
	
	
	Jml Prog.
	 Pagu 
	 realisasi Keuangan 
	%
	Real. Kinerja
	% Capaian Kinerja
	Jmlh Prog.
	Pagu
	Realisasi Keuangan
	%
	Real. Kinerja
	% Capaian Kinerja
	Prog. (+/-)
	Pagu  (% Penngkatan)
	real Pagu        (% Penngkatan)
	 % Capaian Indikator Kinerja
	Keterangan
	Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

	1
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD
	Tingkat Pelayanan Prima internal SKPD
	4
	                2,481,640,960  

 
	
	93.06
	100%
	        100 
	6
	        3,182,490,000 

 
	        2,438,356,104 


	93.06
	100%
	100
	-1
	21
	19.39
	0
	EFISIENSI
	nomenklatur /nama program diselaraskan

	2
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan
	Tingkat produktivitas tanaman pangan
	2
	         29,445,223,997 


	
	93.07
	95%
	95
	2
	28,318,620,000

 
	26,357,173,893


	93.07
	98%
	98
	-2
	-47
	-49.34
	3.16
	EFISIENSI
	nomenklatur /nama program diselaraskan

	3
	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
	Tingkat produksi tanaman hortikultura
	2
	        1,797,557,700 


	
	87.73
	100%
	100
	2
	1,867,975,000

 
	1,638,936,479


	87,73
	100%
	100
	0
	-22
	-21.64
	0
	EFISIENSI
	Efisiensi Anggaran

	4
	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan
	Tingkat produksi tanaman perkebunanikan
	2
	     2,906,446,500 


	
	98.54
	10.89
	99.45
	2
	1,591,600,000

 
	1,568,516,600

 
	98,54
	10.89
	98.1
	-4
	-33
	-35.56
	0
	EFISIENSI
	Program yang dilaksanakan di selaraskan dengan sasaran Strategis/Indikator Kinerja

	5
	Meningkatnya produksi produk peternakan
	Tingkat produksi produk peternakan
	20
	      12,081,300,650 

 
	
	97.61
	66.35
	99.15
	3
	7,330,315,000

 
	7,155,782,484


	97.16
	66.35
	98.74
	5
	8
	16.01
	0
	EFISIENSI
	pertambahan program diselaraskan
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